
    

BUPATI TABANAN 

 PROVINSI BALI 

 
PERATURAN BUPATI TABANAN  
  NOMOR 14 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  

 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TABANAN, 

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 68 

Tahun 2020; 
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan Dampaknya, adanya refocusing 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk 

penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a  dan  huruf  b,  perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958  
Nomor  122,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  126,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor  244,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa  kali,  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  137,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

 



 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 6041); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administrasi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Evaluasi  Rancangan  
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan  

Kepala  Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan  

Peraturan  Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 
525); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

 



  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 888); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 

dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 

Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 149); 

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan tahun 

2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabanan Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabanan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6); 

25. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 68); 

  MEMUTUSKAN
: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

  Pasal I 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 

68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 

Nomor 68) diubah sebagai 

berikut: 



1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 semula sebesar 

Rp.1.960.746.492.902,00 bertambah/berkurang sebesar 

Rp.(30.331.673.620,00) sehingga menjadi 

Rp.1.930.414.819.282,00 dengan  rincian  sebagai berikut: 

 
1
. 

Pendapatan Daerah   

 a. semula Rp. 1.866.841.466.217.00 

 b. bertambah/ 

berkurang 

 
Rp. 

 
(30.331.673.620.00) 

 jumlah pendapatan 

daerah setelah 

perubahan 

 

 
Rp. 

 

 
1.836.509.792.597.00 

2. Belanja Daerah   

 a. semula Rp. 1.954.746.492.902.00 

 b. bertambah/ 

berkurang 

 
Rp. 

 
(24.331.673.620.00) 

 jumlah belanja 
Daerah setelah 
perubahan 

 
Rp. 

 
1.930.414.819.282.00 

3. Pembiayaan Daerah   

 a. peneriman 

pembiayaan 

  

 1) semula Rp. 93.905.026.685.00 

 2) bertambah/ 

berkurang 

 
Rp. 

 
0.00 

 jumlah penerimaan 

pembiayaan setelah 

perubahan 

 

 
Rp. 

 

 
93.905.026.685.00 

 b. pengeluaran 

pembiayaan 

  

 1) semula Rp. 6.000.000.000.00 

 2) bertambah/ 

berkurang 

 
Rp. 

 
(6.000.000.000.00) 

 jumlah pengeluaran 

pembiayaan setelah 

perubahan 

 

 
Rp. 

 

 
0.00 

 jumlah pembiayaan 

neto  setelah 

perubahan 

 

 
Rp. 

 

 
93.905.026.685.00 

 sisa lebih pembiayaan 

anggaran setelah 

perubahan 

 

 
Rp. 

 

 
0.00 



2. Lampiran Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 49 

Uraian lebih lanjut Perubahan  Anggaran  Pendapatan 

dan Belanja  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam 

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  Bupati  ini 

terdiri dari: 

1
. 

Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 

Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, 

Jenis, Objek, dan Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2

. 

Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 

Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

3
. 

Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat 

Penerima, dan Besaran Hibah; 

3. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

  Pasal 51 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tabanan. 

Ditetapkan di Tabanan pada 

tanggal 8 Maret 2021 

 
BUPATI TABANAN, 

 

I KOMANG GEDE SANJAYA 

Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal 8 Maret 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

 

I GEDE SUSILA 
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 14 





 


